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•	 Guru memainkan peran penting dalam 
mengintegrasikan perangkat teknologi informasi 
dan komunikasi (TIK) pada proses pembelajaran 
di kelas di Indonesia. Tentunya, guru merupakan 
aktor utama yang menggerakan adopsi TIK, 
dan kemampuan mereka dalam menjalankan 
otonomi yang diberikan pemerintah untuk 
menggunakan perangkat TIK berdampak 
terhadap hasil (outcomes) pembelajaran. 

•	 Meski demikian, masih terdapat sejumlah 
hambatan dalam adopsi TIK untuk pembelajaran 
dalam kelas di Indonesia. Sebagai contoh, di 
daerah-daerah perdesaan, masih banyak kalangan 
pendidik yang menolak untuk mengadopsi TIK 
akibat kurangnya pemahaman mereka terkait 
penggunaan perangkat TIK. Sementara itu, pun 
di daerah perkotaan dengan infrastruktur digital 
serta konektivitas yang lebih kuat, guru-guru juga 
masih kesulitan memanfaatkan banyaknya opsi 
perangkat TIK dan pelatihan yang ada.

•	 Sebuah peta jalan (roadmap) pendidikan strategis 
sangatlah penting untuk menyelaraskan berbagai 
upaya pemerintah sehingga memperjelas tujuan 

dan mengoordinasikan aksi demi mewujudkan 
integrasi TIK ke dalam sektor pendidikan 
Indonesia. Peta jalan ini seharusnya telah 
mencakup pendekatan yang disesuaikan oleh 
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 
Teknologi (Kemendikbudristek) dan Kementerian 
Agama (Kemenag) untuk memberikan pedoman 
yang jelas bagi pemerintah daerah dan sekolah. 
Peta jalan ini harus mengedepankan komitmen 
untuk membina keterampilan digital dan 
kemahiran menggunakan teknologi pada siswa 
dan guru, sebagaimana dicontohkan oleh Cetak 
Biru Pendidikan (Education Blueprint) Malaysia 
(Kotak 1).

•	 Untuk meningkatkan adopsi TIK oleh guru di 
Indonesia, diperlukan materi pelatihan yang 
bersifat menyeluruh (holistik) yang memadukan 
ilmu pengajaran (pedagogi) dengan keterampilan 
teknis. Penolakan guru terhadap pemanfaatan 
TIK dalam proses pembelajaran dapat diatasi 
oleh pendekatan yang disesuaikan dengan 
konteks lokal, yakni menyesuaikan perangkat TIK 
dengan konteks budaya dan praktik sehari-hari 
mereka di kelas.
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Meningkatnya Pemanfaatan TIK selama
Pandemi COVID-19
Pemerintah Indonesia telah mengerahkan sederet upaya untuk mewujudkan digitalisasi sektor pendidikan, tetapi 
pandemi COVID-19 meningkatkan tuntutan kebutuhan akan adanya reformasi (UNICEF, 2021). Dengan adanya 
penutupan sekolah secara sementara dan penerapan kebijakan pembatasan sosial (social distancing) selama 
pandemi, para guru dan siswa mau tidak mau harus menyesuaikan diri dengan pembelajaran daring (online) 
serta mengadopsi perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk tetap melaksanakan proses belajar-
mengajar.

Transisi yang mendadak tersebut memaksa guru untuk mencoba cara-cara baru untuk berinteraksi dengan 
siswa menggunakan berbagai platform digital, termasuk aplikasi konferensi video dan sumber daya daring 
lainnya (Mahdum et al., 2019). Dalam kondisi tersebut, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 
(Kemendikbudristek) memberikan otonomi kepada sekolah untuk memanfaatkan perangkat TIK apa pun yang 
sekiranya paling sesuai dengan kebutuhan mereka melalui Panduan Pembelajaran Jarak Jauh (Rasmitadila et 
al., 2020; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan [Kemendikbud], 2020a). Kemudian, perubahan kebijakan ini 
didukung oleh inisiatif bernama Merdeka Belajar.1

Dalam sektor pendidikan, otonomi2 berarti bahwa sekolah memiliki wewenang lebih besar dalam mengambil 
keputusan, yang difasilitasi oleh sebuah konsep bernama manajemen berbasis sekolah (MBS). Konsep ini 
pertama kali diperkenalkan melalui Undang-Undang (UU) No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan 
UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, lalu 
meluas ke ranah manajemen guru, alokasi pendanaan, perekrutan kepala sekolah, dan manajemen proses 
belajar-mengajar. Tujuannya adalah meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan. Dalam konteks adopsi TIK, 
pengintegrasian perangkat TIK di sekolah merupakan suatu langkah progresif menuju pendidikan yang efektif—
menyesuaikan dengan permintaan terkini dan mempersiapkan generasi muda untuk memenuhi permintaan 
pasar tenaga kerja di masa mendatang.

Otonomi dalam memanfaatkan TIK didukung oleh kebijakan Merdeka Belajar dari Kemendikbudristek. Kebijakan 
ini bertujuan mengatasi berkurangnya capaian pengetahuan dan keterampilan secara akademis (learning loss) 
akibat pandemi dengan menekankan pembelajaran yang fleksibel, berbasis kompetensi, dan tetap menjunjung 
prinsip-prinsip Pancasila. Kebijakan Merdeka Belajar akan dibahas secara lebih lanjut dalam catatan kebijakan 
ini. Yang pasti, otonomi TIK memungkinkan masing-masing sekolah untuk mengelola dan menjalankan program 
pembelajarannya sendiri berdasarkan kondisi yang dihadapi, dengan tetap mempertimbangkan keragaman dan 
ketersediaan sumber daya yang ada di seluruh Indonesia.

Transisi dari pembelajaran tatap muka ke pembelajaran jarak jauh menghadirkan berbagai tantangan besar 
karena kelas harus dilakukan secara daring selama masa pandemi COVID-19  (Mirzajani et al., 2015; UNICEF, 
2021). Platform daring yang bersifat kolaboratif dan kelas virtual memberikan peluang untuk melakukan diskusi 
interaktif, proyek kelompok, dan tutor sebaya (peer-to-peer learning) dengan mendorong keterampilan berinteraksi 
dan berkolaborasi antarsiswa (Rashid & Asghar, 2016). Akan tetapi, pelaksanaan dan adopsi kebijakan TIK yang 
efektif di Indonesia kerap dipengaruhi oleh kondisi geografis sekolah. Alhasil, guru harus mempertimbangkan 
kembali metode mengajar yang mereka gunakan serta mencoba pendekatan-pendekatan pedagogi yang baru.3

Seiring dengan dicabutnya kebijakan pembatasan sosial dan kembali diterapkannya pembelajaran tatap muka, 
sejumlah pihak mempertanyakan apakah adopsi TIK masih perlu terus digiatkan di sektor pendidikan. Namun, 

1 Lihat pembahasan pada bagian Inisiatif-Inisiatif Pemerintah.
2 UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan istilah ini sebagai tata kelola mandiri suatu wilayah dalam proses pengambilan 
keputusan dan pelaksanaan berbagai urusan, termasuk pendidikan, di daerah kewenangannya.
3 Pedagogi mencakup berbagai gagasan, kepercayaan, sikap, pengetahuan, strategi, dan teknik yang diterapkan guru untuk memfasilitasi pembelajaran 
secara efektif, mendorong interaksi siswa, dan membentuk proses belajar-mengajar di kelas (Westbrook et al., 2013).
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sejatinya, ada banyak manfaat yang dapat diperoleh dengan mempromosikan TIK di sekolah, khususnya dengan 
terus mengadopsi pendekatan pembelajaran gabungan (hybrid). Pendekatan hybrid menggabungkan manfaat 
pembelajaran tatap muka dengan fleksibilitas dan inklusivitas dari pemanfaatan teknologi digital. Selain itu, 
adopsi sumber-sumber daya multimedia, seperti video, simulasi, dan gamifikasi konten edukasi, telah menambah 
elemen yang merangsang ketertarikan dan interaksi ke dalam proses pembelajaran. Hal ini tentunya juga dapat 
meningkatkan motivasi dan pemahaman siswa (Li et al., 2022). 

Pencapaian dan inovasi seperti itu penting untuk dilihat karena menunjukkan potensi integrasi TIK ke dalam 
sektor pendidikan setelah pandemi. Salah satunya, adopsi TIK secara luas di sektor pendidikan akan menjadi 
penggerak utama untuk mewujudkan tujuan Indonesia mengembangkan tenaga kerja berketerampilan tinggi. 
Presiden Joko Widodo telah berulang kali menegaskan bahwa Indonesia harus siap menghadapi tantangan-
tantangan global dari Revolusi Industri Keempat4, di mana teknologi-teknologi baru (emerging technologies) terus 
berkembang pesat (Kementerian Sekretariat Negara, 2019).

Pengenalan perangkat TIK dan adopsinya untuk pembelajaran dalam kelas di Indonesia berjalan relatif lebih 
lambat pada tingkat pendidikan dasar daripada tingkat menengah dan universitas.5 Pembahasan seputar 
digitalisasi sistem pendidikan Indonesia utamanya lebih berpusat pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi 
(sekolah menengah atas [SMA] dan perguruan tinggi) untuk mengajarkan mata pelajaran tahun terakhir dan 
memfasilitasi keterampilan praktis demi mempersiapkan siswa untuk memenuhi permintaan pasar tenaga kerja 
di masa depan (Kemendikbud, 2019; Kemendikbud, 2020b). Hal ini menggarisbawahi peran krusial pemanfaatan 
perangkat TIK dalam pengembangan tenaga kerja.

Meski demikian, integrasi pemanfaatan TIK pada tingkat yang lebih dini juga sangatlah penting karena anak-anak 
kini tumbuh di era digital di mana teknologi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Menurut Forum 
Ekonomi Dunia (World Economic Forum) (2016), 65% anak yang sekarang duduk di bangku sekolah dasar akan 
bekerja di profesi yang saat ini belum ada. Paparan dini terhadap TIK terbukti dapat meningkatkan kesiapan 
siswa untuk memenuhi permintaan abad ke-21 (UNESCO, 2018). Lebih jauh, pemanfaatan TIK secara efektif pada 
tingkat pendidikan dasar meningkatkan pemahaman atas mata pelajaran inti dengan memperkaya pengalaman 
belajar melalui interaksi dan keterlibatan (UNESCO, 2018).

Optimalisasi TIK juga mendorong pemerataan peluang belajar. Hal ini khususnya benar bagi siswa-siswi di 
daerah-daerah perdesaan karena TIK membuka akses mereka terhadap sumber daya belajar yang bermutu 
dan meningkatkan pemerataan peluang di seluruh Indonesia. Selama masa pandemi, tampak jelas bahwa siswa 
Indonesia yang memiliki akses internet lebih sedikit mengalami learning loss daripada mereka yang tidak (Bank 
Dunia, 2023). Pada siswa yang memiliki keterbatasan akses pendidikan, kesenjangan hasil (outcomes) belajar 
bahkan semakin besar. Ketimpangan ini nantinya dapat melemahkan kemampuan Indonesia untuk bersaing di 
kancah internasional.

Menurut laporan Programme for International Student Assessment (PISA) 2022 dari Organisasi Kerja Sama 
dan Pembangunan Ekonomi (Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD), Indonesia 
menduduki peringkat ke-72 dan ke-77 dari 80 negara dalam membaca dan matematika, secara berturut-
turut. Penilaian PISA mengukur kinerja literasi siswa berusia 15 tahun dalam membaca, matematik, dan sains, 
menunjukkan mutu pendidikan di Indonesia yang secara komparatif terbilang rendah. Penilaian ini menyoroti 
pentingnya mengatasi kesenjangan pembelajaran sedini mungkin.

4 Disebut juga sebagai “Revolusi Industri 4.0” (4IR), Revolusi Industri Keempat merujuk kepada pergeseran teknologi yang meleburkan dunia fisik, 
digital, dan biologis berkat teknologi-teknologi baru (emerging technologies) (contoh: kecerdasan buatan, robot, Internet of Things, blockchain, dll.) 
yang berdampak terhadap seluruh disiplin pengetahuan, perekonomian, dan industri, dan bahkan menantang konsep tentang menjadi manusia (World 
Economic Forum, 2018).
5 Lihat pembahasan pada bagian Pemanfaatan TIK dalam Berbagai Konteks Pembelajaran di Kelas: Ruang Lingkup dan Ketimpangan Antardaerah.
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Pemanfaatan TIK dalam Berbagai Konteks 
Pembelajaran di Kelas: Ruang Lingkup dan 
Ketimpangan Antardaerah
Pemanfaatan TIK dalam kelas dapat meliputi beraneka ragam perangkat pembelajaran. Menurut Direktur Jenderal 
Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek (2023), “Pemerintah tidak membatasi platform apa saja yang 
dapat digunakan oleh sekolah,” sehingga perangkat TIK yang digunakan di Indonesia dapat sangat bervariasi. 
Perangkat-perangkat tersebut dapat berjenis aplikasi komunikasi sehari-hari yang sederhana hingga perangkat 
kreatif dan edukasional. Tabel 1 menunjukkan contoh-contoh perangkat TIK yang digunakan dalam kelas.

Meski adopsi perangkat TIK melonjak karena sekolah menggunakannya untuk memfasilitasi transisi menuju 
pembelajaran jarak jauh dan daring, terdapat variasi pada tingkat penggunaan platform dan perangkat lunak. 
WhatsApp menjadi aplikasi yang paling banyak digunakan karena sederhana. Di samping itu, WhatsApp adalah 
platform yang paling sedikit menggunakan data dibandingkan dengan platform lainnya, seperti Zoom atau 
Google Meet, yang bisa jadi sulit diakses guru dengan keterbatasan konektivitas atau infrastruktur. Karena 
platform seperti WhatsApp tidak dirancang untuk tujuan edukasi, pemanfaatannya menunjukkan fleksibilitas dan 
adaptabilitas teknologi TIK dalam mengatasi berbagai tantangan yang ada di sektor pendidikan.

Kondisi pemanfaatan TIK di sekolah di Indonesia saat ini mengungkap sejumlah tantangan dan peluang dalam 
pengembangan sektor pendidikan. Terlepas dari pengalaman selama pandemi COVID-19, pemanfaatan dan 
adopsi TIK masih terbatas, khususnya di sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) serta di 
daerah-daerah perdesaan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) (2021), penggunaan internet di daerah perkotaan 
mencapai 71,81%, sementara di daerah perdesaan hanya 49,30%. Persentase akses internet tertinggi adalah 
di DKI Jakarta (85,55%), sementara persentase terendah adalah di Papua (26,49%), menggambarkan besarnya 
ketimpangan dalam hal akses terhadap infrastruktur pendukung. 

Terlebih lagi, Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendikbudristek (2021) mengungkap bahwa 
hanya 7,80% SD dan 43,68% SMP memiliki akses laboratorium komputer. Namun, pada tingkat SMA, angka 
ini naik secara signifikan menjadi 73,31%. Temuan-temuan ini selaras dengan persentase siswa yang 
menggunakan komputer. Berdasarkan data BPS (2022), hanya 5,04% siswa SD menggunakan komputer dalam 
proses pembelajaran mereka, sementara persentase pada siswa SMP dan SMA adalah 17,80% dan 33,12%, 
secara berturut-turut. Siswa perguruan tinggi menjadi yang paling banyak menggunakan komputer dalam 
pendidikan, yakni lebih dari 50% (BPS, 2022).

Tabel 1.
Contoh-Contoh Pemanfaatan TIK dalam Kelas di Indonesia

Source: Aswan, 2020; Kemendikbudristek, 2023; Palupi dan Raharjo, 2020; 
Prasetyo dan MS, 2021; diskusi kelompok terfokus (FGD) dengan P2G & IGI, 2023

Tujuan Pemanfaatan Perangkat TIK

Konferensi video (pembelajaran jarak jauh) Zoom, Google Meet, Cisco Webex

Sistem manajemen pembelajaran (learning 
management system atau LMS)/mengawasi aktivitas 
digital siswa

Jamteacher, Gredu, Quintal, Classroom Application, 
Moodle, Canvas, Blackboard

Pembuatan konten interaktif Canva, Microsoft PowerPoint, Google Forms, Flipgrid

Gamifikasi pembelajaran Kahoot, Quizizz, Quizlet

Komunikasi dan kolaborasi daring WhatsApp, Facebook, Google Classroom, Google 
Docs, Microsoft Teams

Sumber daya edukasi (termasuk konten audiovisual, 
buku elektronik [e-book], modul ajar)

Merdeka Mengajar, belajar.id, Google, YouTube, 
TikTok, Google Scholar
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Inisiatif-Inisiatif Pemerintah
Seperti yang telah diidentifikasi sebelumnya, Pemerintah Indonesia menempatkan digitalisasi sebagai prioritas 
utama agenda sektor pendidikan (Kemendikbudristek, 2022). Upaya untuk mewujudkan tujuan ini melibatkan 
pemanfaatan kekuatan TIK yang transformatif demi mencapai hasil-hasil yang nyata, seperti memperluas akses 
pendidikan ke daerah-daerah terpencil, menyediakan beraneka ragam materi pembelajaran dan kursus daring, dan 
memberikan keterampilan-keterampilan digital yang esensial (Rizal et al., 2019). Secara kolektif, berbagai upaya 
ini turut memperbaiki mutu dan meningkatkan daya saing tenaga kerja, sebagaimana tecermin dalam Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Indonesia 2020–2024 sebagai salah satu prioritas nasional.

Kebijakan Merdeka Belajar merupakan prakarsa kunci dari Kemendikbudristek yang menjadi reformasi 
mendasar untuk memenuhi permintaan era Revolusi Industri 4.0. Diluncurkan pada 2019, Merdeka Belajar terdiri 
atas program-program—disebut sebagai “episode’’—yang menghadirkan berbagai reformasi pendidikan (Azmi & 
Iswanto, 2021). Per April 2024, Merdeka Belajar telah memiliki 26 episode, termasuk Kurikulum Merdeka. 

Kurikulum Merdeka diperkenalkan oleh Kemendikbudristek untuk mengikuti lanskap pendidikan yang terus 
berubah karena digitalisasi serta memitigasi learning loss akibat pandemi COVID-19 (Randall et al., 2022). Integrasi 
TIK ke dalam proses belajar-mengajar dan pemberian otonomi kepada sekolah adalah dua karakteristik utama 
kurikulum ini (Novita et al., 2022). Sesuai dengan namanya, Kurikulum Merdeka bertujuan memberikan otonomi 
dan fleksibilitas lebih besar kepada siswa, guru, dan sekolah dalam proses pendidikan. Guru diharapkan dapat 
menerapkan pengajaran yang disesuaikan dengan keterampilan unik siswa sekaligus konteks dan konten lokal.  

Melalui inisiatif Merdeka Belajar, Kemendikbudristek telah mengembangkan platform-platform digital untuk 
melengkapi dan mendukung pelaksanaan kebijakannya (Saputro et al., 2022). Dari beberapa platform tersebut, 
Platform Merdeka Mengajar (PMM) menjadi pusat sumber daya edukasi yang menyediakan akses guru terhadap 
materi-materi pembelajaran dari pemerintah serta konten orisinil yang dibuat guru-guru lain dari seluruh 
Indonesia. Platform ini telah membuka peluang kolaborasi dan pertukaran pengetahuan antarguru dari berbagai 
daerah sehingga menjembatani kesenjangan geografis. Sebagai contoh, guru-guru dari daerah terpencil di 
wilayah timur Indonesia, seperti Papua, kini dapat saling bertukar gagasan dan pengalaman dengan mereka yang 
ada di wilayah ujung barat, seperti Aceh. Hal ini membangun jiwa kebersamaan dan memungkinkan guru untuk 
saling berbagi praktik-praktik terbaik (best practices) (wawancara dengan Koordinator Nasional Perhimpunan 
Pendidikan dan Guru [P2G], 2023; wawancara dengan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, 2023).

PMM juga didukung program pemerintah seperti Guru Penggerak yang bertujuan meningkatkan kinerja guru 
sebagai pemimpin dengan mendorong berbagai perilaku positif, termasuk adopsi TIK, melalui program-program 
pelatihan tertarget. Program-program tersebut tidak hanya turut mengembangkan guru secara profesional, 
tetapi juga memupuk rasa persatuan dan pertumbuhan bersama dalam komunitas pengajar, khususnya di 
antara tenaga kependidikan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T)6 (Sibagariang et al., 2021; wawancara 
dengan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, 2023). Guru juga dapat memanfaatkan dukungan dari 
Balai Guru Penggerak, unit pelaksana teknis tingkat provinsi yang memfasilitasi pelatihan luring. 

Sebelum pandemi, Pusdatin Kemendikbudristek telah memperkenalkan sebuah program pelatihan guru yang 
secara spesifik ditujukan untuk memberikan pedoman teknis dan meningkatkan keterampilan TIK (Pusdatin, 
2022). Bernama Pembelajaran Berbasis TIK (PembaTIK), program ini masih berjalan dan mengikuti Standar-
Standar Kompetensi TIK Guru dari UNESCO. Program ini terbuka bagi guru maupun kepala sekolah pegawai 
negeri dan swasta serta berlaku untuk semua mata pelajaran. 

Namun, salah satu tantangan utama program PembaTIK adalah formatnya yang hanya tersedia secara daring. 
Aspek ini dapat menghalangi mereka yang memiliki keterbatasan akses sumber daya TIK. PembaTIK juga tidak 

6 Wilayah 3T terdiri atas 62 kabupaten yang diidentifikasi sebagai kabupaten tertinggal, terdepan, dan terluar menurut rata-rata nasional.
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berlaku untuk para guru di bawah Kementerian Agama (Kemenag) karena mereka mempunyai pelatihan sendiri 
(dari Dinas Agama tiap daerah), meski tidak merata. Selaras dengan program ini, Kemenag telah menyediakan 
sesi pelatihan melalui kursus daring terbuka dan masif (massive open online course atau MOOC) mandiri 
yang dinamakan Pintar (Kemenag, 2023). Platform ini juga merupakan bagian dari inisiatif Merdeka Belajar 
Kemendikbudristek dan didesain untuk memfasilitasi pelatihan daring bagi tenaga kependidikan di bawah 
Kemenag, dengan tujuan menjangkau audiens yang lebih luas.

Saat ini, Kemendikbudristek tengah menggodok Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020–2023 yang mencakup 
Merdeka Belajar dan berbagai inisiatifnya (Kemendikbudristek, 2021). Namun, dokumen ini masih berupa draf 
karena munculnya kritik pada 2021 terkait aspek pendidikan seperti pelajaran agama.7  Draf ini sendiri menyoroti 
tantangan-tantangan signifikan yang dihadapi Indonesia, termasuk perubahan demografi, rendahnya tingkat 
literasi digital, dan kebutuhan mendesak akan sumber daya manusia yang berkualitas. 

7 Lihat artikel ini yang membahas kritik terhadap kata “agama” dalam Peta Jalan Pendidikan Indonesia.

Kotak 1.
Cetak Biru Pendidikan (Education Blueprint) Malaysia

(2013–2025: Pendidikan Anak Usia Dini hingga Pendidikan Tinggi)

Cetak Biru Pendidikan Malaysia menguraikan visi negara terkait sistem pendidikan, menampung aspirasi 
siswa dalam kepentingan strategis nasional secara lebih luas, dan mengajukan sejumlah perubahan 
dalam kebijakan pendidikan yang dibutuhkan untuk mencapai misi tersebut.

Untuk itu, Cetak Biru Pendidikan Malaysia bertujuan mencapai tiga hal:

1.	 Memahami kinerja dan tantangan yang ada saat ini dalam sistem pendidikan Malaysia. Isu-isu terkait 
peningkatan akses pendidikan dan perbaikan standar (mutu) menjadi fokus utama. 

2.	 Menetapkan visi dan aspirasi yang jelas bagi siswa secara individu dan sistem pendidikan secara 
keseluruhan untuk 13 tahun ke depan.

3.	 Menguraikan program transformasi yang komprehensif untuk sistem pendidikan, termasuk perubahan-
perubahan utama bagi Kementerian Pendidikan Malaysia.

Cetak biru ini juga mengidentifikasi 11 perubahan untuk mentransformasikan sistem pendidikan guna 
memenuhi visi tersebut, dan salah satunya secara eksplisit disebutkan berhubungan dengan transformasi 
digital dan penggunaan TIK di sekolah. Perubahan 7, yang mendorong sistem pendidikan untuk “Memanfaatkan 
TIK guna Mengembangkan Pembelajaran Berkualitas di Seluruh Malaysia”, mencerminkan hal tersebut.

Cetak biru ini juga menjabarkan alasan yang mendasari target perubahan (“mengapa perubahan itu 
diperlukan?”) sehingga menunjukkan urgensi kebijakan-kebijakan untuk mendorong pemanfaatan TIK di 
sekolah. Hasil dan capaian perubahan juga diuraikan dengan jelas (“seperti apa keberhasilan yang ingin 
dicapai?”), memperlihatkan bagaimana pemanfaatan TIK akan berdampak terhadap sekolah, guru, kepala 
sekolah, dan siswa, serta memperjelas tujuan-tujuan jangka panjang yang ingin dicapai Kementerian 
Pendidikan Malaysia melalui optimalisasi TIK dalam kelas.

Selain itu, cetak biru ini memperinci program-program kerja spesifik yang dimulai sejak 2013 untuk 
mendukung “pemanfaatan TIK”. Beberapa di antaranya adalah:

1.	 Menyediakan akses internet (jaringan 4G) dan lingkungan belajar virtual melalui mitra digital bagi 
10.000 sekolah pada 2013. Infrastruktur digital ini akan menjembatani kolaborasi antara guru, siswa, 
dan orang tua untuk saling berbagi dan mengembangkan sumber daya belajar serta berkomunikasi 
secara virtual. Investasi dalam jumlah besar juga akan digelontorkan untuk mengadakan pelatihan 
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kompetensi TIK bagi semua guru dan meningkatkan rasio gawai-siswa (1:10 pada 2020). Kementerian 
Pendidikan Malaysia akan menerapkan solusi-solusi hemat biaya dengan berinvestasi pada gawai 
dengan spesifikasi sesuai keperluan, seperti komputer standar atau laptop murah, serta memanfaatkan 
fasilitas TIK alternatif yang lebih hemat sumber daya daripada laboratorium komputer, seperti layanan 
peminjaman laptop dan komputer berjalan (computers-on-wheels).

2.	 Menambah konten daring untuk berbagi praktik-praktik terbaik, dimulai dari kumpulan video 
pada 2013 berisikan guru-guru terbaik yang menyampaikan pelajaran Sains, Matematika, Bahasa 
Malaysia, dan Bahasa Inggris. Sumber daya pembelajaran ini dapat digunakan oleh para guru sebagai 
inspirasi, atau oleh siswa sebagai pembelajaran tambahan.

3.	 Memaksimalkan pemanfaatan TIK untuk pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran mandiri untuk 
memperluas akses terhadap pengajaran berkualitas terlepas dari lokasi atau tingkat keterampilan 
siswa. Program-program percobaan untuk inovasi ini mulai dilaksanakan sejak 2016, dan yang berhasil 
akan diterapkan secara nasional.

Sumber: Kementerian Pendidikan Malaysia, 2013 

Guru sebagai Penggerak Utama Adopsi TIK
Peningkatan adopsi TIK di berbagai daerah dan tingkat pendidikan di Indonesia bergantung pada upaya bersama 
para pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, penyelenggara sekolah, dan orang tua (Randall et al., 
2022; Novita et al., 2022; ProVisi Mandiri Pratama, 2023). Namun, guru tetap berada pada pusat proses pendidikan, 
terutama di tingkat-tingkat tertentu, seperti SD, di mana siswa membutuhkan dukungan terbesar (Ferrero et al., 
2021). Oleh karenanya, pendidikan yang bermutu akan tergantung dari kemampuan guru dalam menggunakan 
TIK secara efektif (Salim et al., 2023). Ada beberapa faktor yang menentukan penggunaan TIK secara efektif oleh 
guru, yang akan dijelaskan dalam beberapa bagian berikut.

Paradoks Pilihan (The Paradox of Choice)
Otonomi sekolah dan guru dalam memilih jenis dan pemanfaatan TIK di kelas secara paradoksikal menghadirkan 
suatu tantangan unik. Pasalnya, seperti yang diungkapkan oleh Koordinator Nasional P2G (2023), banyaknya 
perangkat TIK yang tersedia bagi pendidik justru membuat mereka kewalahan jika tidak dibarengi dengan 
pelatihan dan pemberian informasi secara tepat. Setidaknya, terdapat 59 perusahaan teknologi pendidikan 
(education technology atau EdTech) yang beroperasi di Indonesia, dan jumlah ini terus bertambah (Tech in Asia 
ID & Pijar Foundation, 2023). Keberlimpahan pilihan dapat membebani guru karena mereka harus mengejar 
perkembangan teknologi dan mendapatkan pelatihan teknis yang dibutuhkan (wawancara dengan Koordinator 
Nasional P2G, 2023). 

Maka dari itu, penting untuk menyediakan pedoman komprehensif kepada guru guna membantu mereka memilih 
perangkat TIK yang sesuai. Namun, pedoman ini tidak sepatutnya menganjurkan penggunaan perangkat atau 
platform tertentu, melainkan menjelaskan cara memilih perangkat TIK yang sesuai dengan kebutuhan ajar guru 
secara spesifik sehingga mendorong proses belajar-mengajar yang efektif. Dengan demikian, fokusnya adalah 
metodologi pemilihan perangkat TIK yang tersedia. Dalam praktiknya, upaya-upaya pelatihan lebih banyak 
dititikberatkan pada aspek teknis pengoperasian perangkat-perangkat TIK tertentu atau integrasinya dalam 
kelas. Hal ini selaras dengan pendekatan umum adopsi TIK, khususnya selama masa pandemi, yang difokuskan 
pada penyediaan infrastruktur dan perangkat digital, seperti Chromebook, laboratorium komputer di sekolah, 
dan kuota internet (Direktorat Sekolah Menengah Pertama, 2022; Kemendikbudristek, 2020b; FGD dengan P2G & 
IGI, 2023; wawancara dengan Koordinator Nasional P2G, 2023).

Kurangnya pedoman ini diperburuk oleh ketiadaan metrik atau parameter spesifik untuk memantau dan mengukur 
keterampilan digital guru. Saat ini, pemerintah lebih berfokus pada penilaian hasil belajar siswa melalui platform 
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Rapor Pendidikan8 sebagai ukuran tidak langsung dari kinerja guru (wawancara dengan Direktur Jenderal Guru dan 
Tenaga Kependidikan, 2023). Hal ini dapat berimplikasi pada pengukuran keefektifan program-program pelatihan guru.

Ketimpangan Akses Internet
Ketimpangan akses infrastruktur digital juga berdampak terhadap keefektifan guru dalam memanfaatkan 
peluang pembelajaran daring dan digital. Para guru di daerah-daerah perdesaan dihadapkan dengan isu 
konektivitas internet dan listrik padam yang sering terjadi akibat infrastruktur yang kurang memadai. Kendala 
ini sangatlah memengaruhi kapasitas guru di perdesaan dalam mengajar murid-muridnya (wawancara 
dengan Koordinator Nasional P2G, 2023; FGD dengan guru-guru di Nusa Tenggara Timur, 2022). Di samping itu, 
International Telecommunication Union (2021) melaporkan bahwa 19% sekolah di Indonesia belum memiliki akses 
internet. Sebagai negara kepulauan yang memiliki lebih dari 18.000 pulau, Indonesia mempunyai keragaman 
sosiodemografi besar yang memengaruhi digitalisasi pendidikan. Saat ini, penggunaan platform digital masih 
terkonsentrasi di Pulau Jawa (UNICEF, 2021; East Ventures, 2022), wilayah dengan tingkat akses infrastruktur 
dan jumlah rumah tangga dengan akses internet lebih tinggi.

Implikasi keterbatasan akses TIK di sektor pendidikan sangatlah mengkhawatirkan karena berbagai program dan 
intervensi pemerintah bisa jadi tidak terlaksana secara efektif di seluruh Indonesia (Mirfani, 2019). Pendekatan 
yang digunakan saat ini perlu ditinjau kembali sembari menggali alternatif-alternatif metode pemberian pelatihan. 
Intervensi pemerintah yang dilakukan secara daring, seperti webinar dari PembaTIK, mungkin tidak menjangkau 
para guru di daerah-daerah terpencil akibat kurangnya gawai dan infrastruktur (FGD dengan guru-guru di Nusa 
Tenggara Timur, 2022). 

Namun, bertolak belakang dengan tujuannya—dan meski pemerintah dan pemangku kepentingan industri telah 
memberikan banyak pelatihan untuk mendorong digitalisasi di sektor pendidikan—pelatihan-pelatihan ini justru kerap 
meningkatkan kesenjangan literasi digital guru di Indonesia (wawancara dengan Koordinator Nasional P2G, 2023; Bank 
Dunia, 2022). Meski lokakarya (workshop) daring, upaya perubahan perilaku, dan pelatihan sejatinya ditujukan untuk 
menjangkau audiens di daerah-daerah secara lebih luas, yang paling merasakan manfaatnya dalam hal peningkatan 
pengetahuan dan keterampilan adalah mereka yang sudah memiliki akses perangkat TIK. Survei tentang program-
program pelatihan guru di Indonesia menemukan bahwa guru dari kelompok usia tua dan daerah perdesaan lebih 
kecil kemungkinannya untuk mengikuti pelatihan daripada guru dari kelompok usia muda dan daerah perkotaan. 
Akses terhadap internet dan teknologi disebut sebagai faktor utama yang menghalangi partisipasi mereka (Bank 
Dunia, 2022). Survei tersebut juga mengungkap bahwa proporsi guru di perdesaan yang menyelesaikan pelatihan 
daring (bagi yang mengikuti) jauh lebih rendah daripada guru di perkotaan (Bank Dunia, 2022).

Pemerintah daerah pun memainkan peran penting dalam mengisi kesenjangan dari program-program yang 
sifatnya terpusat di bawah kebijakan Merdeka Belajar. Akan tetapi, administrasi pemerintah daerah yang 
birokratis menghambat adaptasi dengan kemajuan teknologi sehingga memengaruhi mutu pendidikan di 
beberapa daerah. Sejumlah pemerintah daerah, terutama pada tingkat kabupaten/kota, kurang memiliki 
pengetahuan dan sumber daya manusia yang mumpuni untuk mengembangkan dan melaksanakan kebijakan 
yang bertujuan meningkatkan capaian pendidikan. Keberhasilan pelaksanaan program-program pemerintah 
pada tingkat daerah sangatlah krusial karena sekolah dikelola oleh pemerintah daerah (Yatun et al., 2021).

Walaupun pihak yang mengembangkan dan mempromosikan kebijakan dan program adalah Pemerintah Pusat, 
dukungan dan keselarasan pemerintah daerah harus ditingkatkan untuk memastikan konsistensi dan koherensi 
dengan agenda nasional (Mirfani, 2019; wawancara dengan Koordinator Nasional P2G, 2023). Ada 77 kebijakan 
dan program terkait reformasi guru yang tersebar di 43 kabupaten dan kota. Kerumitan regulasi dalam kondisi 
ini tampak jelas dari fakta bahwa hanya 9% kebijakan pemerintah daerah secara eksplisit berfokus untuk 
memperbaiki kualitas guru melalui peningkatan keterampilan dan pengetahuan pedagogi (Bima & Yusrina, 2018).

8 Rapor Pendidikan adalah sistem penilaian dan pelaporan yang memungkinkan pelacakan dan evaluasi progres belajar siswa. Menggunakan rencana 
peningkatan pendidikan berbasis data, platform ini mengidentifikasi area-area yang dapat diperbaiki, mendorong refleksi, dan meningkatkan mutu 
pendidikan secara keseluruhan di Indonesia.
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9 Istilah “latar lokal” mengacu kepada konteks, kondisi, dan kebutuhan spesifik dari daerah-daerah perdesaan di Indonesia. Faktor-faktor seperti keterbatasan 
akses terhadap internet yang andal, infrastruktur yang memadai, pertimbangan budaya, dan tantangan-tantangan unik yang dihadapi masyarakat perdesaan 
dapat ditemukan dalam latar ini.

Sikap terhadap Teknologi dan Kemahiran Menggunakannya
Seperti yang telah dijelaskan, terdapat kesenjangan antara perdesaan dan perkotaan dalam hal sejauh mana guru 
menggunakan TIK dalam mengajar. Para guru di perkotaan memiliki kemungkinan lebih besar menggunakan 
perangkat TIK seperti Google Meet, Google Classroom, dan Zoom untuk melaksanakan pembelajaran daring 
(UNICEF, 2021). Sementara itu, guru-guru di perdesaan cenderung hanya menggunakan grup WhatsApp, itu 
pun untuk membagikan materi ajar dan mengumpulkan hasil pekerjaan rumah (FGD dengan guru-guru di Nusa 
Tenggara Timur, 2022; FGD dengan guru-guru P2G, 2022; wawancara dengan Koordinator Nasional P2G, 2023). 
Berdasarkan penelitian UNICEF (2021), guru-guru di daerah perdesaan, seperti Merauke di Papua dan Palu 
Tengah memilih untuk tidak menggunakan platform-platform tersebut dalam praktik mengajar karena mereka 
kurang familier dengan teknologi dan kurangnya relevansi konten dengan latar lokal mereka9.

Secara lebih umum, keterbatasan pemahaman dan kesadaran akan perangkat TIK pada guru di perdesaan 
menghambat upaya untuk menggali bagaimana TIK dapat meningkatkan capaian pendidikan (Muslem et al., 2018; 
UNICEF, 2020). Sebagai contoh, guru di perdesaan mungkin tidak mengerti cara memanfaatkan platform seperti 
WhatsApp selain untuk berkirim pesan, terlebih untuk kegiatan pengajaran yang lebih bermakna (Rizal et al., 
2019; UNICEF, 2020). Serupa dengan hal tersebut, rendahnya keterampilan teknologi menciptakan hambatan 
yang signifikan dalam mengintegrasikan TIK dengan kegiatan belajar-mengajar (wawancara dengan Koordinator 
Nasional P2G, 2023). Sebagaimana disebutkan di atas, WhatsApp bisa jadi hanya digunakan sebagai media 
pengumpulan tugas, sementara potensinya untuk memantik diskusi kolaboratif dan pembelajaran interaktif 
kurang dimanfaatkan secara optimal. Celah ini menyoroti adanya peluang yang terlewatkan untuk berinteraksi 
dengan siswa pada taraf yang lebih mendalam dan menyampaikan materi pelajaran secara efektif.

Penilaian Bank Dunia (2020) menemukan bahwa keterampilan mengajar guru Indonesia masih tergolong rendah, 
dengan rata-rata skor 22% untuk guru di bawah Kemenag dan 25% untuk guru di bawah Kemendikbudristek. 
Meski yang dibutuhkan adalah pelatihan tentang pengetahuan pedagogi, lebih dari 90% pelatihan berfokus pada 
“penggunaan media dan teknologi”, sementara hanya 62% pelatihan berkaitan dengan pedagogi spesifik per mata 
pelajaran (Bank Dunia, 2022). Seperti telah disebutkan sebelumnya, pelatihan yang berfokus pada pengembangan 
keterampilan dasar mengoperasikan teknologi memang penting. Namun, untuk dapat menggunakan TIK dalam 
kelas secara tepat dan relevan dengan mata pelajaran yang diberikan serta berinteraksi dengan para siswa, 
dibutuhkan keterampilan pedagogi yang memadai.

Sejumlah guru menolak untuk mengadopsi teknologi baru, khususnya (i) guru dari kelompok usia yang lebih tua, 
(ii) guru dengan keterampilan TIK yang kurang memadai, dan (iii) guru yang tidak menganggap adopsi TIK di sektor 
pendidikan sebagai isu penting (FGD dengan P2G & IGI, 2023). Disparitas ini mengungkap adanya kebutuhan 
akan inisiatif pelatihan yang tertarget dan inklusif untuk mengatasi berbagai tantangan spesifik yang dihadapi 
para guru di daerah perdesaan serta menjembatani kesenjangan digital (UNICEF, 2020). Selain memastikan 
kesinambungan arus informasi dan interaksi, materi pelatihan harus bertujuan meningkatkan elemen-elemen 
pedagogi spesifik per mata pelajaran. Untuk menghadapi keengganan guru dalam mengadopsi teknologi baru, 
perlu diterapkan strategi perilaku dan pelatihan guna memotivasi mereka untuk memperoleh keterampilan 
digital baru (Kartika & Nurlambang, 2023). 

Sebagai kesimpulan, implikasi dari keterbatasan akses TIK di sektor pendidikan bukanlah hal yang patut 
disepelekan karena program dan intervensi pemerintah bisa jadi tidak mencapai audiens yang disasar secara 
efektif (Mirfani, 2019). Pendekatan yang digunakan saat ini perlu dievaluasi kembali, sembari menggali strategi 
alternatif lainnya. Berbagai metode pelatihan yang ada saat ini menekankan kompetensi-kompetensi teknis, tetapi 
mengabaikan kesadaran guru akan pentingnya mengadopsi TIK. Semua pihak seyogianya memahami bahwa hal 
ini tidak hanya menyangkut soal penggunaan perangkat TIK yang mutakhir, melainkan juga memberdayakan 
guru untuk memilih dan memanfaatkan perangkat yang tepat dari beraneka ragam pilihan yang tersedia.
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Rekomendasi Kebijakan

Menyusun Peta Jalan Pendidikan Strategis
Kendati Pemerintah Indonesia telah menempatkan digitalisasi sektor pendidikan sebagai prioritas 
nasional, rencana untuk mencapai tujuan ini masih abu-abu. Pemerintah saat ini berfokus menyediakan 
akses perangkat keras TIK dan platform edukasi di sekolah serta mengembangkan platform pembelajaran 
digital di bawah Merdeka Belajar. Akan tetapi, optimalisasi TIK di sektor pendidikan membutuhkan lebih 
dari sekadar gawai dan perangkat lunak untuk pembelajaran daring. Pelatihan teknis bagi guru juga 
sangatlah penting untuk meningkatkan kemampuan mereka. 

Untuk itu, diperlukan rencana yang terstruktur dengan baik guna menyelaraskan upaya, memperjelas 
tujuan, serta mengoordinasikan aksi. Kemendikbudristek harus memfinalisasi peta jalan strategis 
untuk sektor pendidikan, khususnya dengan fokus pada adopsi TIK. Peta jalan yang komprehensif akan 
mengefisienkan serta mengidentifikasi ruang lingkup dan fokus kebijakan sehingga menghasilkan 
pendekatan yang lebih terpadu dan tertarget. Selain itu, Kemenag juga perlu mengembangkan peta 
jalannya sendiri yang disesuaikan dengan berbagai tantangan unik yang dihadapi sekolah-sekolah agama 
di bawah kewenangannya. 

Tujuan yang universal untuk memperbaiki mutu pendidikan bagi anak-anak Indonesia harus menjadi fokus 
utama peta jalan Kemendikbudristek maupun Kemenag, dengan penilaian seperti PISA yang dilakukan 
secara nasional tanpa membedakan siswa dari madrasah, sekolah swasta, atau sekolah negeri. Walaupun 
harus memecahkan tantangan-tantangan spesifik, masing-masing peta jalan perlu dibuat selaras dan 
kohesif, dengan memanfaatkan TIK secara efektif untuk meningkatkan capaian belajar dan literasi digital 
siswa serta pendidik. Dengan demikian, sektor pendidikan dapat bekerja bersama-sama demi menyediakan 
pendidikan berkualitas bagi seluruh siswa, terlepas dari latar belakang pendidikan mereka.

Peta jalan juga akan memungkinkan Kemendikbudristek dan Kemenag untuk bekerja di tengah hambatan 
infrastruktur yang ada, yang sejatinya merupakan tanggung jawab kementerian lain. Peta jalan yang dibuat 
harus memberikan pedoman yang jelas bagi pemerintah daerah dan sekolah untuk mengoptimalkan 
pemanfaatan dan pemahaman tentang TIK dalam kelas, serta mempertimbangkan kapasitas infrastruktur, 
keragaman budaya, keterampilan mengajar, dan konteks lokal lainnya. 

Cetak Biru Pendidikan Malaysia 2013–2025 (Kotak 1) dapat dijadikan sebagai contoh yang memperlihatkan 
pendekatan komprehensif untuk mengintegrasikan TIK ke dalam sektor pendidikan. Dokumen tersebut 
menjabarkan langkah-langkah aksi yang jelas dan hasil kerja yang terperinci untuk mencapai tujuannya, 
sekaligus menguraikan peran guru dan siswa dalam memenuhi target dan manfaat dari peta jalan. 
Integrasi TIK ke dalam kerangka kerja pendidikan akan membekali siswa dengan keterampilan digital 
yang esensial serta membuat mereka lebih mahir menggunakan teknologi kontemporer. 

Pelatihan Tertarget bagi Guru-Guru di Daerah Perdesaan dengan Penekanan pada 
Integrasi Pedagogi
Untuk mengatasi rendahnya keterampilan TIK guru, konten materi pelatihan bagi mereka seyogianya 
disusun sedemikian rupa agar tidak hanya membahas aspek-aspek teknis perangkat atau media TIK 
tertentu. Materi pelatihan juga harus menunjukkan cara-cara praktis kepada guru untuk mengintegrasikan 
TIK dengan pedagogi yang mendukung kurikulum. Program pelatihan dan inisiatif lainnya harus 
memecahkan persoalan guru yang enggan mengadopsi teknologi baru. Adalah hal yang penting untuk 
mengomunikasikan kepada guru alasan-alasan yang mendasari pentingnya digitalisasi pendidikan, serta 
mengapa ke depannya pemerintah akan mempromosikan pendidikan berbasis teknologi secara aktif. 
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Mengingat adanya keragaman keterampilan dan minat di Indonesia, pemerintah dan para perusahaan 
EdTech perlu menerapkan pendekatan yang disesuaikan dengan konteks lokal guna memotivasi dan 
mendorong guru untuk mengadopsi teknologi-teknologi baru. Dengan menunjukkan cara memanfaatkan 
teknologi supaya relevan dengan konteks budaya dan kebutuhan spesifik guru, mereka akan lebih mudah 
mengadopsi perangkat digital secara efektif.

Adopsi TIK oleh para guru di perdesaan diharapkan akan meningkat dengan disesuaikannya pelatihan 
dan platform pembelajaran dengan praktik sehari-hari dan nilai-nilai lokal. Dengan kesadaran dan akses 
terhadap TIK, guru-guru di daerah perdesaan dan terpencil akan mampu secara kreatif memanfaatkan 
perangkat atau platform TIK yang sederhana sekalipun untuk memperbaiki proses belajar-mengajar 
dalam kelas. 

Desain kebijakan yang baik tidak terlepas dari evaluasi program. Oleh karenanya, harus ada proses evaluasi 
pascapelatihan. Capaian pembelajaran siswa dalam Rapor Pendidikan saja tidak cukup memberikan 
wawasan terkait aspek-aspek apa saja yang perlu ditingkatkan untuk kemudian dicari solusinya satu per 
satu. Sesi tindak lanjut (follow-up session) dan metode evaluasi lainnya perlu digali dan dikembangkan.
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